
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Ort Nomor 7 Tahun 1956, 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lcmbaran Negara Tahun 1956 
Nornor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan IJndang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kcclua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Sumatera Utara (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6864); 

5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 202:1 tentang 
Kesehatan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105: Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6887i: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 
ayat (2) Undang-Und ang Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan 
Daeran tentang Kawasan Tanpa Rokok; 1 
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Pns1;1J l 
Dnlnrn Pcraturnn Dncruh ini yang dimnksud dcngan: 
1. Daerah adu'ah Kabupaten Tapanuli Tcngah. 
2. Pcmcrintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur pcnyclenggara 

Pernerintuhan Daerah yang mernirnpin pelaksanaan urusan 
pcmcrintahan yang mcnjadi kcwcnangan dacrah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Ter.gah. 
4. Dim-ts adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pemerintahan dibidang kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. 
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah 

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan 
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, 
dan/atau mempromosikan produk tembakau. 

6. Rokok adalah salah satu pro-luk tembakau yang dimaksudkan 
untuk dibakar, dihisap, dan/ atau dihicup termasuk rokok kretek, 
rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari 
tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya 
atau sintetisnya yang asapnya mcngandung nikotin dan tar, 
dengan atau tanpa bahan tambahan. 

7. Fasilitas Pelayanan Keseharan adalah tern pat dan/ a tau alat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada 
perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, 
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau pcliatif yang dilakukan 
oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ctau masyarakat. 

8. T em pat proses belajar mengajar adalah ge<lung yang digunakan 
untuk kegiatan belajar, mcngajar, pendidikan dan/atau pelatihan. 

9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang 
digunakan untuk kegiatan berrnain anak-anak. 

10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang 
merniliki ciri-ciri tertentn yang khusus dipergunakan untuk 
beribadah bagi para. pemeluk masing-masing agama secara 
permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 

11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang 
dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan 
kompensasi. 

12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau 
terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau 
yang dimasuki tenaga kerju untuk keperluan suatu usaha. 

13. Tempat umum adalnh semua ternpat tertutup yang dapat diakses 
oleh masyarakat umurn dan/ atau tern pat yang dapat 
dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang 
dikelola oleh pcmerintah, swasta, dan/ atau masyarakat. 

14. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah 
orang dan/ a tau badan yang karena jabatannya mernimpin 
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KTR sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf a sampai 
der. gan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus ury.uk 
merokok dan rnerupakan kawasan yang bebas dari asap rokok 
hingga batas pagar terluar, 

PasalS 

(1) KTR meliputi: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan: 
b. tempat proses belajar rnengajar; 
c. tempat anak bermain; 
d. tempat ibadah; 
e. angkutan urnum: 
f. tempat kerja; 
g. tempat umum; dan 
h. tempat lain yang ditetapkan. 

(2) Pimpinan atau penanggung jawab ternpat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menetapkan dan menerapkan KTR. 

(3) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l] huruf h diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 4 

BAB II 
KAWASAN TANPA ROKOK 

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk: 
a. membcrikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; 
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi 

masyarakat; dan 
c. meJindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak 

buruk merokok baik Iangsung maupun tidak Iangsung. 

Pasal 3 

I 

KTR disclcnggamkan berdasarkan asas: 
a. pcrike nanusiaun; 
L. kcseimbangan; 
c. manfaat; 
d. pelindungan; 
e. penghormatan terhndap hak dan kewajiban; 
f. keadilan; 
g. gender dan nondiskriminatif; dan 
h. norma agama. 
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(1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab l~TR wajib 
untuk: 
a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ a tau lokasi 

yang menjadi tanggung jawabnya; 
b. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a kepada Dinas tcrkait setiap 1 (satul bulan sekali. 
c. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang 

menjadi tanggur..gjawabnya; dan 
d. memasang tanda dilarang merokok scsuai persyaratan di 

semua pintu masuk uiama dan di tempat yang dipandang 
perlu dan mudah terbaca dan/atau dilihat. 

(2) Ketentuan rnengenai hentuk tanda clan pengumuman 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf d ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(3) Pengelola, pimpinan, dan/ a tau penanggungjawab KTR dari pihak 
swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi 
administrasi: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau 
c. pencahutan izin. 

(4) Pengclola, pimpinan, dan/ atau penanggungjawab KTR dari pihak 
pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) h.iruf a sarnpni dengan huruf d dikenai sanksi 
admnistrasi: 
a. teguran tertulis; dan/ atau 
b. pem bebasan dari jabatan. 

Pasal 8 

BAB III 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Pirnpinnn atau pcnanggung jawab tern pal yang mclanggar ketcntuan 
sebagaimnna dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dikenai 
sanksi adrninistrasi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sernentara kegiatari; dan/atau 
c. pencabutan izin. 

Pusal 7 
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(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan chm pengawasan 
sebagai upaya untuk rnewujudkan KTR di Daerah. 

(2) Pernbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. sosialisasi dan koordinasi; 
b. pernberian pedoman; 
c. konsultasi; 
d. pernberdayaan masyarakat; den 
e. monitoring dan evaluasi. 

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pem binaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang 
ditetapkan sebagai KTR. 

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tercliri 
atas: 
a. Perangkat Daerah yacg tugas dan fungsinya di bidang 

kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
KTR fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang 
pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan 

Pasal 111 

Bagi an Kesa tu 
Umum 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Musyarnkut dupat berperan serta dularn pcnyelcnggaraun KTR. 
(2) Perun scrta rnasyarakat sebagarmann dimaksud pada ayal ( 1) 

dalarn bcntuk: · 
a. memberikan saran, masukun, dan iJendapat daJam penetapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyclenggaraan KTR; 
b. melakukan pengadaan dan pernberian bantuan sarana dan 

prasarana yang dipcrlukan untuk rnewujudkan KTR; 
c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan 

serta penyebarluasan inforrnasi kepada masyarakat; dan 
d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelcnggaraan dan 

pengcndalian KTR melalui pengawasan sosial. 
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(1) Dinas kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi 
dengan Perangkat Daerah lainnya, melakukan pengawasan dan 
inspeksi ke seluruh gedung di wilayah kerjanya. 

(2J Dinas kesehatan melaporkan basil pengawasan dan inspeksi 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Bupati . . 

Pasal 15 

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), 
wajib dilaporkan oleh instansi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap l (satu) bulan sekali. 

Pasal 14 

I Bagian Ketiga 
Pengawasan 

(1) Pernbinaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (4), 
Perangkat Daerah dapat beke.ijasamadengan masyarakat, badan 
atau lembaga, dan/ a tau organisasi kemasyarakatan. 

(2) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan 
kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam pelaksanaan 
KTR. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka 
memotivasi membantu pelaksanaan KTR di Daerah. 

Pasal 13 

Pembinaan pelaksa.naan KTR dilaksanakan olch Pcrangkat Dacrah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). dibawah koordinani 
Dinas Kesehatan, 

Pasal 12 

Bagian Kedua 
Pernbinaan 
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( J) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rpl00.000,00 (seratus 
ribu rupiah). 

(2) Setiap orar..g yang mernprornosikan, mengiklankan, menjual, 
darr/atau mernbeli rokok di KTR sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rpl.C00.000,00 (s-itu 
juta rupiah). 1 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud padu ayat (lJ dan ayat (2) 
merupakan pelanggaran 

(4) Denda sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan penerimaan daerah. 

BAB VIII 
KETE~TUAN PIDANA 

Pasal 18 

( l) Sci iln Pejubnt Penyidik Polisi Negara Pcpubtik Indonesiu, Pcnyidik 
l'c~nwni Ncgcri Sipil dr liugkungan instansi Pcrncrintah Dacra't 
diberi wcwenang khusun sebagui Penyidik ur tuk me lakukan 
penyidikan, sebaguimunu dimaksud dulam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik Pegawai Negcri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berwcnnng: 
a. melakukan perneriksaan atas kebenarun laporan atau 

kctcrangan yang berkcnaan dengan tin.dak pidana dalam 
bidang KTR; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap set.iap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana daJam bidang KTR; 

c. meminta keterangan dun barang bukti dari orang atau badan 
hukurn sehubungan deugan peristiwa .indak pidana dalam 
bidangKTR; 

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain 
tentang tindak pidana di bidang KTR; 

e. rnelakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat barang bukti dan dokumen lain serta rnclakukan 
penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana cialam 
bidang KTR; 

f. menghentikan penyidikan; dan/ atau 
g. merninta bantuan ahl: dan/atau saksi ahli dalarn rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang 
KTR. 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Republilc Indonesia. 
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NOREG PERATUR&l\l DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, 
PROVINS! SUMATERA UTAP.A: (4-143/2023) 

LEMBARAN DAEP..AH !<ABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 
NOMOR4 . 

_cc :S~· 
HER:MAN SUWITO 

Diundangkan di Pandan 
Pada tanggal 6 Desember 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

SUGENG RIYANTA 

ttd 

~.BUPATITAPANULITENGAH, 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 6 Desember 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah i.ni dengan penempatannya dalam Lernt aran 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PasaJ 20 

Padu snat Pcraturan Dacrah ini inulai berlaku, Pcraturan Dupati 
Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Serita Daerah 
Knbupaten Tapanuli Tengah Tahun ?.c°J22 Nomor 9) dicabut dan 
dinyatnkan tidak berlaku. 
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I. llM\JM 
l\·twnpnlnn kt'Mcj11l11,·w1m munu ,ii• 111t'rrtJwrnym11tknr1 

h'I \\ ujudnyn tlnn tcrp lihnrunyu ti rnjnt kcs ihntun yuni~ tlr1y)')1 
kmvnn keseluuun menjmll komponen prnlir1J{ d11ri ter ·11p:ii11 '' 
kcscjahteruun t irscbut aobugnlmunn dimr ksud dulurn 1'01,ul 4 ayot 
( 1) llndnng-Undung Nomor 17 Tnhun 2023 tcntnng Kcschut:rn 
met cgusknn buhwu sctfop or.mg herhuk hidup sehat secura flslk. 
jiwn, dun soslnl. Untuk mcwujudkun derajat kcschatan 
musyuruknt yang sclmgni-t,ngginyu, 1'1uk11 negara b .rkewajiban 
rncuyclcnggnrukan upnyu kcschntan yang tcrpadu d~n 
menycluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan peny?k1t, 
pcningkatan kcschatan, pcngobatan pcnyakit, maupun pcrnulihan 
keschatan. 

Salah satu persualan kr'usial dalarn kerangka 
penyelenggaraan upaya kesehatan adalah bcrkaitan dengan 
pengamanan zat adiktif teruturna yang berkaitan dengan 
ternbnkau dan produk yang mengandung tcmbakau (seperti 
rokok). Berbagai basil perielitian menunjukkan bahwa asap rokok 
justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif 
yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau 
(rokok) bukanlah zat yang sama se.cali dilarang penggunaannya 
dan aktivitas merokok juga bukan aktivitus yang sarna se,'.<ali 
dilarang secara hi.kum. 

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan 
hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the Worid Health 
Organization Framework Conuention on Tobacco Control (FCTC), 
rneletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi 
perlindungan perokok pasif clad asap rokok orang Jain (perokok 
aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas 
merokok dari perokok aktif. Di sini herarti di satu sisi ada 
kewajiban negara untuk mcnctapkan kebijakan guna melindungi 
perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat 
mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas 
merokok dari perokok aktif. 01 sisi yang lain, ada kewajiban 
perokok aktif untuk rnenghormati hak atas kesehatan orang lain 
yang tidak merokok, dengan cara rnengupayakan agar asap 
rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain 
(perokok pasif). 

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu 
pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk 
membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan 
tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap 
merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat 
terlindungi karena terbebas dari asap rokok. 

Pembatasan inilah yang kemud ian dikenal melalui penetapan 
kawasan tanpa rokok. Dinubungkan dengan kewajiban negara 
dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, 
maka pemerintah wajib rnenetapkan kawasan-kawasan tersebut di 
atas sebagai kawasan tanpa rokok. 
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II. PJ\8,\1. I EMI J>J\81\I, 
Pmml I 

Cukup j ·Jim. 
Pn:;nl 2 

I luruf n 
Y 1111g d i11111 lrn ud clc•11g1111 "11111111 pcrlkemu 11 u ui111111" 
ynltu buhwu pcny ·lc11ggm·111111 KT" dil1111du11I 11t1111 
pcrtkcmnnusinnn licnluuurknu p,ulu Kctuhunun Yu1111, 
Muhn Esu dcngun tid.ik m imbcdnkuu e<Jlo11g1111 
ngamu dnn bungsu. 

Huruf b 
Yung dimuksud dcngun ''usm, kcacirnbun . n" yuitu 
buhwu KTR diluksunukun unturu kcpcntlngnn 
individ J don mnsyurnkut, unturu fisik dun mcntnl, 
scrtu unturu muteriul dun spirit uul. 

Huruf c 
Yang dirnaksud dengun M11sus munfuut' yuitu bahwa 
pcnyelcnggaruan KTJ~ mcmbcrikun munfaut yang 
scbesar-bcsnrnya bagl kcrnunusiac n dun 
per.kehidupan yang sehut bugi sctiap wurga negaru. 

Huruf d 
Yang dirnaksud dengan "asas pclindung" yuitu bahwa 
penyelenggaraan KTR mernberikan pcllndungan dan 
kepastian hukum kepada rnasyarakat. 

Huruf e 
Yang dimaksud dcngan "asas pcnghorrnatan 
terhadap hak dan kewnjiban" yaitu bahwa 
penyelenggarcan KTR dengan menghormnti hak clan 
kewajiban masyarakat sebagui beutuk kesamr.an 
kedudukan hukum. 1 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" yaitu bahwa 
penyelenggaraan KTR mernberikan keadilan kepada 
semua lapisan masyarakat khususnya bagi perokok 
pasif, anak-anak, dan wanita hamil. 

Huruf g 
Yang dimaksud , dengan "asas gender dan 
nondiskriminusi" yai1 u bahwa penyelenggaraan KTR 
tidak memberlakan periakuan terhsdap pe.cmpuan 
dan Iaki-laki, 

Huru h 
Yang dimaksud dengan "osas norma agama" yaitu 
bahwa penyelenggaraan KTR memperhatikan dan 
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PaselS 
Cukup jelas. 

Aya.t (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pnsul 3 
Cukup jl'l1w. 

Pmml •1 
A ut (I) 

! Iur.i! I 

Yon, dlrnuksud dcngnn •fnsilitlrn pcluyunun 
kcschatun" mcliputi: rumoh sakit, rumuh 
bcrsalin, pnliklinik, puske smas, balai 
pcngobatau. laburutoriurn, posyandu, dun 
ternput pruktck kcschatun swastu. 

Huruf b 
Yang dimaksud dcngnn "tcmpat proses belajur 
mengajar" ' mcliputi: sekolah, pcrguruan 
tinggi. balai pendidikan dan pelatir an, balai 
latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat 
kursus, 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "tempat anak 
bennain" rneliputi: kelompok hermain, 
penitipan anak, pendidikan anak usia dini 
(PAUD), dan taman kanak-kanak. 

Huruf d 
Yang r'irnaksud dengan "tempat ibadah" 
rneliputi: me:,jid/musholah/surau/Langgar, 
gereja, pura, vihara, dan klenteng. 

Huruf e 
Yang dirnaksud dengan "angkutan umum" 
meliputi: bus umum, taxi, angkutan kola 
termasuk bentor, kendaraan wisata, bus 
angkutan anak sekolah, dan bus angkutan 
karyawan, angkutan antar kola, angkutan 
pedesaan, dan angkutan air. 

Huruf r 
Yang dimaksud dengan "ternpat kerja" 
meliputi: perkantoran pemerintah haik sipil 
maupun T~I/POLRI, perkantoran swasta, 
industri, dan bengkel. 

Huntf g 
Yang dirnaksud dengan "tempat umum" 
meliputi: pasar modern, pasar tradisional, 
mall, tcmpat wisata, tcmpat hiburan, hotel, 
restoran, tempat rekreasi, halte, terminal 
angkutan umum, terminal angkutan barang, 
pelabuhan, dnn bandara. 

Huruf h 
Yang dimaksud dungan "ternpat lain yang 
ditetapkan" adalah tempat lain selain 
sebagaimana dirnaksud pada huruf a sampai 
dengan huruf g, yang ditetapkan oleh Bupati. 

utcnghormntl ertu tl<l11J.: 111 •mlx:duk11n ugnmu ytJtW, 
dlunut 1111111 ,w lrnt. 
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Pasal 6 
Cukup jelns. 

Pasa 7 
Cukup jclus. 

Pasul 8 
Cukup jeJas. 

Fasul() 
Cukup jclas. 

Pasal .10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cuku p jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Paeal 15 
Cukup jelas. 

Pa.sal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 


